.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 18 TAHUN 2004.

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan

L.

pemerintahan, pembangunan dan  pelayanan kepada
masyarakat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi
sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara;

bahwa Untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam Peraturan
Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1939
Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1959) sebagai Undang-
Undang ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999
Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Daerah (Lembaga Negara Rl Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3848);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun
2004);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2000 Tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002
tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten
Kutai Kartanegara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 13);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun
2000'l‘emangPedoman0rganisasiPemngkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003
Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun
2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999,
tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000
Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3
Tahun 2002 Tentang Pembentukan Sususnan Organisasi dan
MijaSehetaﬁatDamhKabupamnKutai Kartanegara.



Dengan pessetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BAB 1
KETENRTUAN UMUM
Pasal 1

™\ Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
c. KepahDaerahadalahBupatiKutaiKaﬂnnegara ;
d. Wah‘lKepdaDaerahadathaldlBupaﬁKutaiKartanegma;
e.DewanPetwakilanRakyatDaerahadalahDewanPerwakﬂanRakyatDaerah
Kabupaten Kutai Kartanegara ;
f Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara ;
g Badan adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
h.UnitPe}aksanaTeknisManadathnitPelaksanaTelmisBadanyang
berkedudukan di Kecamatan;
i Esseloneringadalah'ﬁngkatanJabatansu-uktural;
j- BendahamUmumDaemhadalahBendaharaUmumDaemhKabupatenKutai
Kartanegara;
k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas,
mngungiawab,wewenangdanhakseseorangPNSdalamrangkamenjalankan
” tugaspokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan

organisasi;

Lngelth‘iskaladalahmerupakanﬁmgsiunitkexjayangmeﬁpuﬁmngsi
pengelolaankebgakanﬁsMpenganggaran,admnnsh'ampendapatandan
perbendaharaan;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dibentuk Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.



BAB I
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari :
a.

b. Sekretariat membawahi :
1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagjan Keuangan,
3) Sub Bagian Kepegawaian;
4) Sub Bagian Program.

C. BidangPe::daﬁarandanPendataanPendapataanah,membawahi;
1) Sub Bidang Pendaftaran Wajib Retribusi;
2) Sub Bidang Pendataan Wajib retribusi;
3) Sub Bidang Monitoring Bagi Hasil Pajak SDA;
4) Sub Bidang Dokumentasi WP/WR.

3) Sub Bidang Anggsuran Pajak dan Retribusi (P/R);
4) Sub Bidang Perhitungan Bagi Hasil Pajak dan SDA

e. Bidang Penagihan Pendapatan Daerah, membawahi :
1) Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi (P/R);
2) Sub Bidang Keberatan Pajak dan Retribusi (P/R);
3) Sub Bidang Penagihan Penerimaan Bukan Pajak dan Retribusi (P/R);
4) Sub Bidang Restitusi Pajak dan Retribusi (P/R).

9) Sub Bidang Perbendaharaan;
3) Sub Bidang Pembiayaan.

g Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi :
1) SubBidangPembulmanKeuanganDamh;
2) Sub Bidang Verifikasi Keuangan Daerah;
3) SanidangPuntmlmandanPehporanBendaBerhar@.

2) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Keuangan Daerah;
3) Sub Bidang Penelitian Keuangan Daerag;
4) Sub Bidang Pengembangan.

i, Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Keuangan Daerah:

j. Kelompok Jabatan Fungsional,
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Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagalmana
tercanmmdalaml,amp?ranPeraturanDaemhinidanmempakanbaglanyang

(3) Uraian Tugas Pejabat pada Badan Pengelola Keuangan Daerah diatur lebih

lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV
KEDUDUEAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 4

~ BadanPengeblaKetmn@nDaemhadahhunsurpehksaumerhtahKabupaten
Kutai Kartanegara dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipimpin oleh

KepahBadanygngbawadibawahdanbermngung’awabkepadaKepala

BadanPengelolaKeuan@nDaemhmnmmyaitugasmmbaanepalaDaerah
dalammenyelenwmkanpengelolaanxmmgannaaahsebagaipengelohﬁskah
pengelolapendapatandanmelalmaknntu@sdekosenmﬁsertatugas
perbantuan lainnya.

Pasal 6

Untukmelaksanakantu@spokoksebagaiamanadimaksudPasal4, Badan
Pengelo]aKwanganDaerahmempunyaimngsi:

a.

b.

® p

Menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan

Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;

Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban Kepala



Bagian Kedua
SEKRETARIAT
Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada
seluruh unit-unit dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah;
(2) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Pengelolaan Keuangan Badan;
b. Pengelolaan Kepegawaian Badan;
c. Pengelolaan Administrasi Umum dan perlengkapan Badan;
d. Pelaksanaan Penyusunan Program.

Bagian Ketiga
BIDANG

~

(I)BidanngdaﬂarandanPendapatanDaemhmemplmyaimgasmelaksanakan
mg‘Mpendaﬁamndanpendataanwajibpﬁakdaemhdanwajibretﬁbusi
daerahsertapmdataanobyekpajakdaerahdanobyekretn'busidamhdan
nmnbanmmelakukanpendamanobyekdansubyekPBByangdilaksanakan
oleh Direktorat Jenderal Pajak.

melalmﬁnmuhrpendaﬁamnsertamengh:mpundnnmmgolah data obyek
dansubyekWajibPajakdanRetibusiDaemhmelahﬁﬁnmulirsurat
pemberitahuan (SPT) sertapemerikmnlokasi/hpanynatashembusan surat
dinas dari Instansi lain;
b. MenyusanaﬂanndukWajibPajakdanRetribusiDaemh,mmyimpansurat
perpajakandanretribusidaemhyangberkaitanden@npendaﬁamndan
~~ pendataan;
- c. MenyampaikanSmatPembm-itahunn ObyekPajak(SPOHPajakBunﬁdan
Bangunan(PBB)yangditerbitkanolehDimktoratdea'alPajak,sexm
menerimalmnhaliisianSPOPtaseNtdaﬁWajibPajak.

Pasal 10
(1) Bidang Penetapan Daerahmempunymtugasmelaksanakan
per] danpenetapanjumlahpajakdanRetribusnDaerahyang



@)

(1)

2

()

(2)

Untuk menyelenggarakan tugas schagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,

Bidang Penetapan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

a Pe]aksanaanperhihmganpenempanPajakdanRﬂrmusiDaerah;

b. Melakukan perhitungan jumlah angsuran pemungutuan
pembayaran/penyetoran atas permohonan Waijib Pajak dan Retribusi

c. Menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip Surat
Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan penetapan.

BidangPenagihanPendapatanDagmhmempunyaitugasmelaksanakan
PenagihanPajakDaerahdanRetﬂbusiDaemhyangtelahmelampauibatas
waktujatuhtempo,mehyanikebemtandanpamohonanbandingserta
mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan Daerah
lainnyadiluarPajakdaerahdanReuilmsiDaemh;

Unmkmyelengpmkanmgasseba@imanadimaksudayat(l)hsalirﬁ,

Bidang Penagihan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

a. Pehkmaanmgiammagihanhjakdankeuibnsimemhsemmidengan
ketentuan yang berlaku;

b. Melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan
batas kewenangannya,

c. Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya
diluar Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 12

BidangAnwmndanwaendahamnKeuanganDaerahmempunyaitugas
melaksanakan, menyiapkan penyusunan draft anggaran, perubahan anggaran
dannotaangaran,pembuatanpmsedurdanpemnjukteknisanggarandan
perbendaharaan serta men pembinaannya;

mransamankajadﬂinglnm@nmtahnmh;
c. Penyelenggarakan dan perumusan kebijakan teknis anggaran pendapatan,
d. Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO);



1)

(1

2

)

Pasal 13

Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan,
pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi keuangan daerah, verifikasi
Keuangan Daerah, penyelenggaraan sistem akuntansi dan

Keuangan Daerah dan pengelolaan, pembukuan dan pelaporan benda
berharga;

Untuk tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
i gPembukuandanPelaporanmanpunyaiﬁmgsi:
gembangan

d. Penyusunan laporan keuangan daerah;

e. verifikasi bukti pembukuan;

f. Pengelolaan, penyelenggaraan dan pelaporan benda berharga.
Pasal 14

Bidang Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan
(RENWASLITBANG) mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan Rencana
Keuangan Daerah, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap

' keuangan daerah, melakukan penelitian atas sumber-sumber pendapatan

dalammglmpengunbanan/penWtanpengeblaankeuangandamh;

Unmkmyebnggarakantugassehagaimanadinmksudayat(l)msalini,
Bidang Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan
(RENWASLITBANG) mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengumpulan data yang berkaitan dengan sumber-sumber

danpendapatnndwah;
&Mdaksamkanwhhalyangberhub:m@ndengnnpengmbangan
keuangan daerah;
BABV
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 16
UnitPelaksanaTeknisBadanyangselanjuMyadisingkatUl’l‘mempakan

upsurpelaksanayangmmnpunyaim@smelaksanakansebag’anmgasBadan
dmtnaianbeberapawihyahxeeamatandalamsamWﬂayahKabupaten;
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(S)
6)

UPT mempunyai ftugas m pelaksanaan pemungutan,
pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah/pemasukan keuangan

Dalam melaksanaken tugasnya, Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :
a. Pelaksana pemungutan, pengumpulan dan penyetoran pajak, retribusi dan

b. Melakukan koordinasi pungutan dengan instansi atau unit kerja terkait,

Unit Pelaksana Teknis mempunyai wilayah kerja dalam satu Kecamatan atau
beberapa Kecamatan;

Unit Pelaksana Teknis berkedudukan di Kecamatan;
Pembentukan UPT cukup diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V1
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas
Badan sesuai keahlian dan kebutuhan.

(1)

2

3

4)

&)

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang
diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

KelompokJabatanFun@maldiphnﬁnolehseomngtena@ﬁmgsionalse!ﬁr
yangditunjukdanbemdadibawahsertabertangnnawabkepadaKepala

Ke!mnpokJabatanFunga?maldapatdihagiataskelompokdanmbkelompok
sesuai kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsionalditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban
kerja.

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang—undanmyangbeﬂaku.
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(1)

(1)
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BAB VII
BENDAHARA UMUM DAERAH
Pasal 18

Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas menata usahakan/

mengadministrasi Kas dan Keuangan Daerah;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,

Bendahara Umum Daerah mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyimpanan Uang milik Daerah pada Kas Daerah melalui
Bank Pembangunan Daerah (BPD};

b. Mengelola Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk
Keuangan Daerah lainnya;

c. Setiap bulannya menutup Pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan
saldo berdasarkan Laporan Bank;

d. Melakaanakansega]ahalyangbetkaitandenanmgasBendsharaUmum
Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIIl
TATA KERJA
Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan, UPT, Bendahara Umum Daerah dan
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

jawab kepada Kepala Badan secara berjenjang.

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan berkewajiban
memberi petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur
pembantu pelaksana yang berada dilingkungan kerjanya.

Dalammlaksanakanmgasnyabmianwajibmmyelenwkankoordinasi
secara fungsional dengan baik.

Pasal 20

K?palaBadandalamnelaksanakanmgasnyabadaaarkankebijaksanaanyang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Kepala Bgdan. wajib r{xembetilmn petunjuk, membina, membimbing dan
mmgawamaeﬁappekegaanyangdﬂaksanakanolehunsm'-unsm’pembantu
dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Badan.

10



)

)
3

4

3

(4)

(1)

2

3)

BAB IX
KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama

Eselonering
Pasal 21

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Jabatan Struktural dengan
eselon Il b;
SehemﬁsdanxepdaBidmgadalahJabatanSmxkhnaldenganesebnma;
Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Struktural dengan
eselonlV a;

Kepa]aUl’l‘adalahJabatanStruknnaldenganeselnnNa;

Bagian Kedua
Penganghkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan
Pasal 22

Kepala Badan dan pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Badan Pengelola
Keuangan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah
melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT).

BendahatawanUnmmDaerahadalahPegawaiNmiSipﬂyangmemenuhi
syarat dalam jabatan dimaksud yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala
Daerah.

Pendapatan

DaerahNomor39Tahnn2000tentangPembentukanLembagaPemngkat
DaemhKabupatenKutaidanBagianKeuanganpadaSehetaﬁatDaerah
Sebagaimmmdiaturdalam?emanathmnor3Tahun2002
dinyatakan dihapus;

Penan@nanUrusanKeuanganpadaSekretar’mtDaerahdihksanakanoleh
unitaeﬁngkatSubBagianyangberadadibawahBagianOrganisasipada
Sekretariat Daerah dengan nama Sub Bagian Keuangan.

Sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini secara nyata maka unit kerja
sebagahmnadhnaksudayat(l)Pasalitﬁ,wlapberﬁmgsisebagaimnaadany&

11



BAB XII
PENUTUP
Pasal 25
Hﬂ-halymgbﬂmdmndﬂmhm%ahmsemmgmmpehkmyaamm
lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 26
(l)PemturanDamhini@ebutPemnuanDaﬁahtentangPembmwkan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara;
(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara Tahun 2004 Nomor 20
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